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Susilo, bapak beranak satu ini heran saat kuota in-
ternet yang dibelinya pekan lalu, sudah tandas. Pa-
dahal, internet menjadi kebutuhan pokok bagi sang 
anak, Zidan yang kini sedang belajar secara daring di 
rumah.

“Bapak beli kuota yang bisa dipakai siang itu lima 
giga. Yang sepuluh giga, bisanya dipakai malam,” ujar 
Tanti, sang ibu membela anaknya.

“Ya sudah, sekolahnya ganti malam saja,” ujar Susilo 
seenaknya.

Tiba-tiba, Zidan berujar, “Aku dapat sinyal wifi!”

Mereka bertiga girang, seolah menemukan solusi 
atas persoalan paceklik kuota internet yang dialami.

“Tapi nggak tahu password-nya,” ujar Zidan sedih.

Susilo dan Tanti lantas mencari berbagai cara untuk 
menemukan password wifi milik tetangga sebelah-
nya itu. Hingga akhirnya mereka mendapatkannya 
dengan cara yang gaib, yang tanpa merasa bersalah, 

mereka gunakan dan juga dijual kepada para tetang-
ga lainnya.

Fenomena di atas begitu dekat dengan kesehari-
an kita. Kebutuhan internet di masa pandemi, telah 
bergeser menjadi kebutuhan primer bagi hampir se-
mua kalangan. Anak-anak mengikuti kegiatan pem-
belajaran secara online. Mengerjakan tugas hingga 
mengikuti ujian, semua serba online. Orangtua yang 
merupakan para pekerja, juga telah beradaptasi de-
ngan mengubah pertemuan tatap muka dengan ra-
pat-rapat melalui video conference. Dan itu semua 
membutuhkan internet.

Maka ketika kebutuhan mulai bergeser dan dunia 
berubah, namun karakter integritas tidak tertanam 
kuat, maka timbullah apa yang direkam dalam cerita 
dari film yang berjudul “Current Network” di atas.

Sang sineas berusaha untuk mengingatkan kepada 
kita bahwa pencurian internet milik orang lain, bu-
kanlah hal sepele yang boleh dianggap wajar. Justru 
itu letak persoalannya. Pada hal sepele kita bisa ‘ber-

kompromi’ apalagi pada hal besar, mungkin saja kita 
akan kelak memaklumi korupsi.

Persoalan lainnya juga direkam dan disajikan secara 
apik oleh para sineas lain. Seperti budaya pungutan 
liar yang menjangkiti birokrasi dengan nama “Persen-
an”. Ini merujuk pada ‘jatah’ yang harus disetorkan 
bila masyarakat ingin mendapatkan layanan publik. 
Juga persoalan lainnya yang tak hanya berkaitan de-
ngan budaya koruptif, tetapi juga situasi dilematis da-
lam menjaga integritas diri.

Nah, pada situasi pandemi seperti ini, tak membuat 
KPK berhenti. Meski ruang gerak terbatas, tak hanya 
produktivitas saja yang perlu dijaga, melainkan juga 
integritas. Itulah salah satu alasan, KPK kembali me-
nyelenggarakan Festival Film Antikorupsi (Anti-Cor-
ruption Film Festival) yang ke tujuh kalinya pada ta-
hun 2021.

Karena itu, tema “Bangkit Beraksi Berkreasi” dipilih 
dalam mendorong setiap elemen masyarakat untuk 
turut berbuat, yaitu ikut berpartisipasi dalam gerakan 
antikorupsi dengan cara kreatif melalui medium film.

Bagi KPK sendiri, film diyakini mampu menjadi stra-
tegi efektif dalam menanamkan integritas dan nilai 
antikorupsi kepada berbagai kalangan. Film antiko-
rupsi tak sekadar menghibur, namun juga menyajikan 
pesan kebaikan untuk memberi perspektif, menggu-
gah kesadaran dan menggerakkan masyarakat untuk 
berbuat antikorupsi sekecil apapun dalam kehidupan 
sehari-hari.

Dalam ACFFest 2021, ada lima kategori yang dikom-
petisikan, yakni film pendek fiksi/komedi, film pendek 
dokumenter, film pendek animasi dan kategori vlog 
dengan durasi maksimal 15 menit. Ada pula kategori 
ide cerita film, dimana masyarakat bisa mengusulkan 
ide cerita yang nantinya dipilih 10 ide terbaik. Ke-10 
ide cerita ini mendapat bantuan dana produksi se-
besar Rp30 juta dan mengikuti Movie Camp Online 
untuk mendapatkan pendampingan teknis dari para 
mentor profesional.

Sejak dibuka pada 1 September 2021, tercatat seba-
nyak 455 karya film dan 424 proposal ide cerita film 
datang dari Aceh hingga Papua. Ini bukti bahwa pan-
demi tak menyurutkan antusiasme masyarakat dalam 
menjaga produktivitas dan semangat melawan ko-
rupsi.
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Bagi KPK yang lebih penting bukan hanya soal pesan 
antikorupsi dapat disampaikan dengan cara krea-
tif ini, melainkan juga soal keterlibatan masyarakat. 
Ya, ibarat bola salju yang terus bergulung dan terus 
membesar, KPK sangat membutuhkan partisipasi 
masyarakat dalam menanamkan kejujuran, memper-
baiki sistem yang korup dan mengawal pembangunan 
agar Indonesia yang maju dan bebas dari korupsi, bu-
kanlah sekadar impian.
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Tak Lepas 
Monitor  
Bansos

Terbongkarnya kasus korupsi paket bantuan sosial 
dalam penanganan Pandemi Covid-19 Wilayah Ja-
bodetabek yang menjerat Menteri Sosial kala itu, me-
nambah luka untuk rakyat yang sudah terhimpit kea-
daan pandemi yang serba sulit. 

Untuk pertama kalinya masyarakat pun menggugat. 
Sebagai korban langsung dari kasus korupsi, seba-
nyak 18 orang masyarakat menempuh jalur hukum 
dan menuntut ganti rugi atas perbuatan pejabatnya. 
Potongan sepuluh ribu untuk mantan Menteri Sosial 
Juliari Batubara dari setiap paket Bansos yang mere-
ka terima tentu sangat merugikan. 

Meski gugatan tidak dikabulkan, upaya masyarakat 
menggugat kerugian akibat kasus korupsi ini men-
jadi percontohan bahwa masyarakat sebagai korban 
langsung dari korupsi berhak melakukan tuntutan ke-
pada pelaku korupsi.

KPK sendiri tak lepas melakukan kajian dalam tata ke-
lola bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Ke-
menterian Sosial (Kemensos). Pada 2020 KPK fokus 
mendorong pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) dengan Nomor Induk Kependudukan 
(NIK), 2021 KPK menyoroti rencana pemutakhiran 
data DTKS secara terpusat oleh Kemensos. 

Rp1.522,65 Triliun

Kajian Tata Kelola 
 Bantuan Sosial 2020

Rp1,3 Triliun

Kajian Bansos Reguler: PKH & BPNT

Rp222,65 Miliar/
tahun

KPK menemukan, terdapat inefisiensi dalam anggar-
an untuk program pemutakhiran tahun 2021 yang 
akan dilaksanakan terpusat oleh Kemensos sebesar 
Rp581 miliar dari total anggaran Rp1,3 Triliun. Re-
komendasi KPK, Kemensos mengkaji ulang rencana 
tersebut dan pemutakhiran DTKS tetap dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

Atas rekomendasi tersebut, proses pemutakhiran 
DTKS secara terpusat tahun 2021 dibatalkan oleh Ke-
menterian Sosial. Pemutakhiran DTKS tetap dilakukan 
Pemerintah Daerah dengan quality assurance (QA) 
dari Perguruan Tinggi sehingga inefisiensi anggaran 
sebesar Rp1,3 Triliun pada tahun 2021 menjadi dapat 
dicegah.

Melalui Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Reguler 
yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan 
Pangan Non-Tunai (BPNT) menemukan pelaksana-
an e-warong BPNT pada 10 kabupaten/kota sampel, 
diduga terdapat potensi kemahalan harga sebesar 
Rp222,65 Milyar/tahun. 

Selain itu, diduga terdapat pengendapan dana ban-
sos sebesar Rp1,338 Triliun pada kartu penerima 
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) se-Indonesia 
selama 3-12 bulan yang mengakibatkan hilangnya 
potensi pendapatan bunga dan tidak dapat segera 
dialihkannya dana bansos tersebut untuk Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) pengganti.

KPK kemudian memberikan rekomendasi agar dilaku-
kan perbaikan mekanisme BPNT yang memberi kele-
luasaan pembelanjaan pada Keluarga Penerima Man-
faat (KPM) dan Perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 
antara Kemsos dengan bank penyalur terkait meka-

nisme penyaluran BPNT dan PKH untuk menghindari 
pengendapan dana pada bank penyalur (Himbara).

Potensi Penyelamatan
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Mendorong 
Transparansi  
Lewat  
Laporan  
Harta  
Kekayaan
Wujud transparansi berbeda-beda. Bagi Penyeleng-
gara Negara (PN), ialah bagaimana agar secara trans-
paran berani melaporkan harta kekayaan mereka. 

Tiap tahun, KPK terus mendorong peningkatan kepa-
tuhan laporan dari para PN yang menjadi Wajib Lapor. 
Tentu tidak sekadar untuk rutin melaporkan, tapi su-
paya isi laporan dapat dengan benar terverifikasi. 

Usaha mendorong kepatuhan yang dilakukan bera-
gam, mulai dari sosialisasi terkait peraturan LHKPN, 
bimbingan teknis untuk Unit Pengelola dan Wajib LH-
KPN. Hasilnya, pelaporan di 2021 meningkat menjadi 
97,35%.

Tingkat  
Kepatuhan Wajib 

Lapor
Telah 
Lapor

Jumlah Akses Halaman  
E-Announcement 

Kegiatan Bimbingan 
Teknis Luring 

Kegiatan Bimbingan 
Teknis Daring

Rapat Kerja

2 
0 
2 
1

97,35%

377.184 367.187 

699.573 kali

228 Kegiatan

65 119 44

96,3%

93% 

2 
0 
2 
0

2 
0 
1 
9
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Peluru Baru  
Dunia Usaha 
Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) di bawah Deputi 
Bidang Pencegahan dan Monitoring berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja KPK.

Direktorat Antikorupsi Badan Usaha mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan 
pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya kerja, regulasi dan sistem serta pelaksanaan akreditasi 
antikorupsi. 

Menyadari pentingnya komunikasi yang baik anta-
ra Pemerintah dan pelaku usaha, KPK membentuk 
Komite Advokasi Daerah (KAD). Forum ini ditujukan 
untuk membahas isu-isu strategis terkait upaya pen-
cegahan korupsi dan menemukan solusi bersama. 
pada 2021, KPK telah melakukan diskusi dengan 
KAD di 34 Provinsi untuk memetakan area rawan ko-
rupsi di sektor infrastruktur, kesehatan, pangan, mi-
nyak dan gas, kehutanan dan keuangan.

Sepanjang 2021, Direktorat AKBU telah melakukan 151 
kegiatan antara lain sosialisasi pencegahan korupsi pada 
dunia usaha, baik di BUMN, BUMD,swasta maupun aso-
siasi. Pada 2021, KPK juga telah melaksanakan webinar 
dengan tema "Mencegah Korupsi: Mengiskis Suap di 
Perizinan Perumahan.

KPK telah menyusun Panduan Ce-
gah Korupsi (PanCEK) yang menjadi 

salah satu jenis Sistem Manajemen Anti 
Penyuapan (SMAP). Terbitnya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi 
menjadi cikal bakal disusunnya PanCEK KPK. Hingga 
2021, sudah ada beberapa badan usaha baik BUMN 
dan Swasta yang telah menerapkan PanCEK KPK 
yakni diantaranya PT Bank Tabungan Negara, PT 
Bank Rakyat Indonesia, dan PT Hutama Karya.

Demi mewujudkan dunia 
usaha yang anti suap, KPK 
melakukan penandatangan 
MoU bersama Kamar Dagang 
dan  Industri (Kadin) Indonesia  
pada November 2021. Ruang lingkup 
dalam MoU tersebut meliputi:
1. Pertukaran informasi dan data
2. Pencegahan tindak pidana korupsi
3. Pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi
4. Sosialisasi dan kampanye
5. Pelaksanaan dan penerapan hasil kajia pene-

litian, dan
6. Kegiatan lain berkaitan dengan program pem-

berantasan korupsi di sektor yang disepakati 
oleh para pihak

Forum Komunikasi Pemerintah - 
Pengusaha 

Cegah Korupsi Dunia Usaha

Implementasi SMAP 
pada Dunia Usaha 

Dorong Dunia Usa-
ha yang Antikorupsi 

Mulai aktif bekerja pada  
Januari 2021, berbagai  

kegiatan telah dilaksanakan  
oleh Tim Satuan 

Tugas (Satgas) AKBU
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Mengawal  
Daerah Agar 
Antikorupsi

Untuk terus memonitor informasi capaian program 
koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang 
dilaksanakan daerah, KPK terus mengembangkan 
aplikasi Monitoring Control for Prevention. Jika se-
lama ini MCP diakses lewat laman korsupgah.kpk.
go.id, saat ini MCP lebih mudah diakses lewat aplikasi 
JAGA.ID.

Sebelumnya KPK telah memetakan delapan area in-
tervensi pada pemda yang menjadi fokus pencegah-
an korupsi yang dimuat dalam aplikasi MCP. Delapan 
fokus tersebut adalah perencanaan dan pengang-
garan APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, 
pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset 
daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola 
dana desa.

Dengan hadirnya MCP pada aplikasi jaga.id tersebut, 
pemerintah daerah bisa menyampaikan laporannya 
tanpa harus menunggu tim dari KPK datang untuk 
melakukan monitoring. Aplikasi ini juga dapat memu-
dahkan pemerintah daerah melaksanakan “self asse-
sment”. 

Selain itu, Humas Pemda dan Media Lokal dapat me-
manfaatkan MCP pada aplikasi Jaga.id untuk me-
ngecek perkembangan komitmen Pemda dalam Tata 
Pemerintahan yang Baik. Melalui aplikasi ini semua 
daerah bisa terpetakan. Baik dari sisi perbaikan tata 
kelola pemerintahan maupun juga penyelamatan ke-
uangan dan aset daerah. Berdasarkan catatan KPK 
sepanjang 2021, terdapat 10 pemerintahan daerah 
dengan capaian MCP terbesar.
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Ayo! 
S e l a m a t ka n 
N e g e r i  d a r i 
Ko r u p s i

Akses  d i  l aman  be r i ku t

 h t tp: / / b i t . l y/ l amp i ran K PK 2021
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